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a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Menteri 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, 

perlu melakukan harmonisasi regulasi yang mengatur 

usaha pariwisata, khususnya Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata;  

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan 

pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha 

pariwisata, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk 

melakukan penataan dan pengaturannya; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 6 

ayat (7) dan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021, Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko berbasis pada Sistem 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 

sehingga kewenangan pendaftaran usaha pariwisata 

terpusat secara elektronik dan online pada Pemerintah 

Pusat; 

 

 

 

SALINAN 



 

 

 

 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

: 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha 

Pariwisata; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang     Nomor     10     Tahun     2009     

tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Izin Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 7); 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN WONOSOBO  
dan  

BUPATI WONOSOBO  
   

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG 
USAHA PARIWISATA. 

 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 
7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Nomor 7) diubah, sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. 

5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah 

kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung 

jawab di bidang pengelolaan pariwisata. 

6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kepariwisataan. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kepariwisataan. 

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

 

 

 



11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi 

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 

pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. 

12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau 

tujuan kunjungan wisatawan. 

13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 

pariwisata. 

14. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik 

wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia. 

15. Usaha Pengelolaan Pemandian Alam adalah usaha penyediaan 

tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami 

yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut 

dan/atau air terjun yang bersumber dari air pegunungan atau air 

panas dari sumber panas bumi. 

16. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian 

goa untuk tujuan pariwisata. 

17. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha 

penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata 

ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan 

memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan. 

18. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan 

fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi 

dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset 

untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan 

memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan. 

19. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah 

usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan 

wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non 

tradisional. 

20. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana 

dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi. 

21. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan 

pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, 

perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan 

pariwisata. 



22. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau 

pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

23. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan 

untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan 

transportasi reguler/umum. 

24. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan 

orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata. 

25. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan 

sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan 

kegiatan pariwisata. 

26. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha 

penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang 

dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan 

pariwisata. 

27. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro 

perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. 

28. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa 

perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan 

penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan 

ibadah. 

29. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, 

seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta 

pengurusan dokumen perjalanan. 

30. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan 

makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau 

penyajiannya. 

31. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman 

yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses 

pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang 

tidak berpindah-pindah. 

32. Usaha Rumah Makan atau Warung Makan adalah usaha penyediaan 

makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu 

tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. 

33. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman 

beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau 

penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-

pindah. 

34. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman 

ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk 

proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 

(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. 



35. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman 

yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses 

pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi 

yang diinginkan oleh pemesan. 

36. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan 

penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan 

pelayanan pariwista lainnya. 

37. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian 

berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, 

termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi 

dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan 

dan/atau fasilitas lainnya. 

38. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi 

secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan 

yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel. 

39. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara 

harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan. 

40. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di 

alam terbuka dengan mengunakan tenda. 

41. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di 

alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan 

fasilitas menginap dalam bentuk karavan. 

42. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan 

bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, 

termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk 

kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan 

fasilitas penunjang lainnya. 

43. Usaha Pondok Wisata atau homestay adalah usaha penyediaan 

akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh 

pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan 

memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi 

dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh 

masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal. 

44. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup 

penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, 

sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel. 

45. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan 

akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang 

dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai 

kebutuhan warga senior. 

46. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau 

penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah 

tinggal yang disewakan kepada wisatawan. 

 



47. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian 

dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar 

yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, 

dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang 

jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

48. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah 

usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, 

arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi 

lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. 

49. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang 

menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka 

rekreasi dan hiburan. 

50. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan 

fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu. 

51. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas 

untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan. 

52. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan 

fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan. 

53. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas 

untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan. 

54. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan 

fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan. 

55. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan 

fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni 

dan/atau pertunjukan seni. 

56. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan 

sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya 

seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 

pariwisata. 

57. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas 

untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan 

mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni 

untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan 

memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas. 

58. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di 

dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk 

aktivitas penampilan karya seni. 

59. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat 

dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang 

beresiko tinggi. 

60. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat 

dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. 

61. Usaha Klub Malam adalah usaha hiburan yang menyediakan tempat 

dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik 

hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa. 



62. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan 

fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat 

tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi. 

63. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan 

fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. 

64. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan 

fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam 

tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi 

pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi. 

65. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas 

menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu. 

66. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau 

pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. 

67. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan 

penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, 

maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di 

berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta 

melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh 

masyarakat yang bersangkutan. 

68. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, 

dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan 

sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan 

mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta 

penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi 

dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, 

dan internasional. 

69. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, 

berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai 

kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak 

dan/atau elektronik. 

70. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran 

dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, 

pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang 

kepariwisataan. 

71. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan 

olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan 

prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di 

perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. 

72. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai 

sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa 

pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan 

rekreasi. 



73. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, 

fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di 

wilayah perairan untuk tujuan rekreasi. 

74. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana 

untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air 

dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa 

pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi. 

75. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan 

fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan 

menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan 

termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan 

hiburan. 

76. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, 

fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan. 

77. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan 

fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi. 

78. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau 

terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan 

pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas 

bertambat kapal wisata di wilayah perairan. 

79. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha 

perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi 

terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan 

makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan 

menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi 

dan budaya Bangsa Indonesia. 

80. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada 

wisatawan yang dihitung per hari. 

81. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan Usaha Pariwisata. 

82. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 

dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan 

pendaftaran usaha melalui satu pintu. 

83. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku 

Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 

kegiatannya. 

84. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online 

Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah 

sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh 

Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 

 

 
 



2. BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB II 

ASAS PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA 

 
3. Pasal 3 dihapus. 

 
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang diatur dalam 
Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. pedoman penyelenggaraan usaha pariwisata; 

b. usaha pariwisata; 

c. prinsip pendaftaran usaha pariwisata; 

d. tata cara pendaftaran usaha; 

e. hak, kewajiban dan larangan pengusaha pariwisata; 

f. pembinaan dan pengawasan; 

g. pendanaan; 

h. pelaporan; dan 

i. sanksi administratif. 

 
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan Usaha 

Pariwisata wajib melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata melalui 

Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berbentuk perseorangan, badan usaha atau badan usaha berbadan 

hukum. 

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

Warga Negara Indonesia. 

(4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang 

berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
6. Pasal 7 dihapus. 

 
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha: 

a. restoran; 

b. rumah makan atau warung makan; 



c. bar/rumah minum; 

d. kafe; 

e. Usaha Jasa Boga untuk suatu event tertentu (event catering); dan 

f. penyedia Jasa Boga periode tertentu. 

 
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha: 

a. hotel; 

b. kondominium hotel; 

c. apartemen servis; 

d. bumi perkemahan; 

e. persinggahan karavan; 

f. vila; 

g. usaha Apartemen hotel; 

h. pondok wisata atau homestay; 

i. jasa manajemen hotel; 

j. hunian wisata senior/lanjut usia; dan 

k. rumah wisata. 

 

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

Bidang  usaha  penyelenggaraan  kegiatan  hiburan  dan  rekreasi  

meliputi jenis usaha: 

a. gelanggang rekreasi olahraga; 

b. gelanggang seni; 

c. wisata ekstrim; 

d. arena permainan; 

e. rumah pijat; 

f. taman rekreasi; 

g. karaoke;  

h. jasa impresariat/promotor; dan 

i. klub malam. 

 

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 20  

Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha: 

a. wisata arung jeram; 

b. wisata dayung; 

c. wisata selam; 

d. wisata memancing; 

e. wisata perahu layar atau perahu wisata; 



f. wisata selancar; 

g. usaha wisata tirta lainnya; dan  

h. dermaga wisata. 

 

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22 

Bupati dapat menetapkan jenis usaha dan subjenis usaha lainnya untuk 

setiap bidang usaha pariwisata, disamping jenis usaha dan subjenis 

usaha bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ayat (4), ayat (5), 

ayat (6), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 23 
(1) Tempat   usaha   pariwisata   diselenggarakan   sesuai   dengan   

ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten. 

(2) Kesesuaian    Rencana    Tata    Ruang    Wilayah    dan    Rencana    

Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang dari Perangkat Daerah yang membidangi 

Penataan Ruang. 

(3) Tempat Usaha Pariwisata jenis usaha, klub malam, karaoke dan 

rumah pijat, dilakukan dengan persetujuan lingkungan yang 

dibuktikan dengan tanda tangan seluruh kepala keluarga di 

lingkungan rukun tetangga setempat dengan mengetahui ketua 

rukun warga dan kepala desa/kelurahan. 

(4) dihapus. 

(5) dihapus. 

(6) dihapus. 

(7) dihapus. 

 
13. Pasal 24 dihapus. 

 
14. BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
BAB VI 

PRINSIP PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA 

 

15. Pasal 25 dihapus. 



 
16. Pasal 27 dihapus. 

 

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 28 

Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan melalui Sistem OSS sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
18. Pasal 29 dihapus. 

 
19. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 30 

(1) Bupati melakukan penataan keseimbangan jumlah Usaha 

Pariwisata dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan. 

(2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam bentuk pengaturan penambahan atau 

pembatasan jumlah Usaha Pariwisata. 

(3) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan kajian akademis secara 

independen yang akuntabel. 

(4) dihapus. 

 
20. Pasal 31 dihapus. 

 
21. Pasal 32 dihapus. 

 
22. Pasal 33 dihapus. 

 
23. Pasal 34 dihapus. 

 
24. Pasal 35 dihapus. 

 
25. Pasal 36 dihapus. 

 
26. Pasal 37 dihapus. 

 
27. Pasal 38 dihapus. 

 
28. Pasal 39 dihapus. 

 
29. Pasal 40 dihapus. 

 
30. Pasal 41 dihapus. 

 



31. BAB VIII dihapus. 

 
32. Pasal 42 dihapus. 

 
33. Pasal 43 dihapus. 

 
34. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 48 

(1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan dan 

pendaftaran Usaha Pariwisata sesuai dengan kewenangannya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bupati membentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan 

usaha dengan Perizinan Berusaha berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
35. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 50 
Penyelenggaran kepariwisataan bersumber dari APBD dan/atau sumber 
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
36. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi, 

sebagai berikut: 

 

Pasal 51 
(1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan Usaha Pariwisata melalui Sistem 

OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Laporan kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki; 

b. fasilitas yang dimiliki; 

c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak 

tetap; 

d. jumlah tamu/pengunjung wisatawan nusantara dan wisatawan 

mancanegara); 

e. jumlah pajak tahunan; dan/atau 

f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk 

usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen 

hotel. 

 



37. Pasal 52 dihapus. 

 
38. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 53 

(1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 45 

dikenai sanksi berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penghentian/penutupan sementara kegiatan usaha; 

c. pencabutan izin berusaha; dan/atau 

d. penghentian/penutupan permanen kegiatan usaha. 

(2) Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan 

teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha Pariwisata tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau pasal 45 

Pelaku Usaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan 

teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha Pariwisata tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha 

Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga. 

 

39. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 

(satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 54 

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran 

tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dalam jangka waktu 

5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, 

dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha. 

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 

diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha, Pelaku 

Usaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 45, Bupati 

menyampaikan rekomendasi kepada lembaga pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi 

penanaman modal untuk melakukan pencabutan izin berusaha. 

(3) Setelah dilakukan pencabutan izin berusaha Pemerintah Daerah 

dapat melakukan penghentian/penutupan permanen. 

 
40. Pasal 55 dihapus. 

 

 
 
 

 
 



41. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 56 

(1) Izin Usaha Pariwisata yang sudah ada sebelum ditetapkannya 

Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Izin Usaha Pariwisata yang sedang dalam proses pengajuan 

perizinan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo. 
 

 
 Ditetapkan di Wonosobo  

pada tanggal 30 Desember 20220                            
  

BUPATI WONOSOBO, 

 
          ttd 

 
AFIF NURHIDAYAT 

 
Diundangkan di Wonosobo  

pada tanggal 30 Desember 20220               
  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,  

  
      ttd 

 
ONE ANDANG WARDOYO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 15 
 

      Salinan sesuai dengan aslinya 

            KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

 
 
    M. NURWAHID, S.H. 

               Pembina Tk I 
                 19721110 199803 1 013 

 
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA 
TENGAH: (15-381/2022) 



PENJELASAN 

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO   

NOMOR     TAHUN 2022  
TENTANG   

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO   

NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG USAHA PARIWISATA 
 

 
I. UMUM 

 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja 

(Undang-Undang Cipta Kerja) diundangkan dalam rangka mendukung 
cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan 
yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan 

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem 
investasi, dan percepatan proyek strategis nasional maupun daerah, 

termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. 
Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan 

berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan 

komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan Izin Berusaha 

di Daerah. 
Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta 

Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk 
memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang 
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu wajib menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Sistem OSS) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan 
pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan 

sistem pendukung pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 

Sektor pariwisata juga ikut mendapat pengaruh penting dalam 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada 

ujungnya memberi kemudahan penerbitan izin berUsaha Pariwisata. 
Perubahan dalam Pasal 29 ayat 1 huruf c dan Pasal 30 ayat 1 huruf d 
dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

yang mengatur kewenangan pemerintah daerah melaksanakan 
pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran Usaha Pariwisata 
diubah menjadi kewenangan menerbitkan perizinan berusaha. 

 



Dengan perubahan ini maka diharapkan menjadi stimulus positif 

bagi masyarakat luas untuk ikut berusaha di sektor pariwisata. 
Perubahan ini juga memperkuat kewenangan pemerintah daerah yang 

diharapkan menjadi pendorong peningkatan pendapatan daerah. 
Sedangkan perubahan dalam Pasal 54 yang mengatur tentang 

standar Usaha Pariwisata yang meliputi produk, pelayanan, dan 

pengelolaan Usaha Pariwisata, saat ini tidak lagi dilakukan melalui 
sertifikasi usaha, namun dilakukan dengan memenuhi ketentuan 

perizinan berusaha. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan 
semangat positif dan mempermudah para pelaku Usaha Pariwisata untuk 
menjalankan usahanya. Standarisasi Usaha Pariwisata menjadi satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perizinan berusaha 
di sektor pariwisata. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk menjamin kepastian 

hukum maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Usaha Pariwisata dipandang perlu untuk dirubah. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Angka 1  

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Angka 2 
Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 3 
Dihapus. 

Angka 4 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Angka 5 
Pasal 6 

Cukup jelas. 

Angka 6 
Pasal 7 

Dihapus. 
Angka 7 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
Angka 8 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
Angka 9 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Angka 10 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Angka 11 

Pasal 22 
Cukup jelas. 



Angka 12 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Angka 13 
Pasal 24 

Dihapus. 

Angka 14 
Cukup jelas. 

Angka 15 
Pasal 25 

Dihapus. 

Angka 16 
Pasal 27 

Dihapus. 

Angka 17 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
Angka 18 

Pasal 29 

Dihapus.  
Angka 19 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Angka 20 

Pasal 31 
Dihapus. 

Angka 21 

Pasal 32 
Dihapus. 

Angka 22 
Pasal 33 

Dihapus. 

Angka 23 
Pasal 34 

Dihapus. 
Angka 24 

Pasal 35 

Dihapus. 
Angka 25 

Pasal 36 

Dihapus. 
Angka 26 

Pasal 37 
Dihapus. 

Angka 27 

Pasal 38 
Dihapus. 

Angka 28 

Pasal 39 
Dihapus. 

 



Angka 29 

Pasal 40 
Dihapus. 

Angka 30 
Pasal 41 

Dihapus. 

Angka 31 
Cukup jelas. 

Angka 32 
Pasal 31 

Dihapus. 

Angka 33 
Pasal 31 

Dihapus. 

Angka 34 
Pasal 48 

Cukup jelas. 
Angka 35 

Pasal 50 

Cukup jelas. 
Angka 36 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Angka 37 

Pasal 52  
Dihapus. 

Angka 38 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Angka 39 
Pasal 54 

Cukup jelas. 

Angka 40 
Pasal 55  

Dihapus. 
Angka 41 

Pasal 56 

Cukup jelas. 
Pasal II  
 Cukup Jelas. 
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